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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui  bagaimanakah  bentuk-bentuk
larangan penyalahgunaan wewenang bagi
pejabat pemerintahan dan bagaimanakah
pengawasan terhadap bentuk-bentuk
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Bentuk-bentuk  larangan  penyalahgunaan
wewenang terhadap pejabat pemerintahan,
yaitu pejabat pemerintahan dilarang
menyalahgunakan wewenang meliputi:
larangan melampaui wewenang dan
mencampuradukkan wewenang atau bertindak
sewenang-wenang dalam menjalankan
administrasi pemerintahan bagi kepentingan
masyarakat. 2. Pengawasan terhadap bentuk-
bentuk larangan penyalahgunaan wewenang
oleh pejabat pemerintahan dilakukan oleh
aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil
pengawasan aparat pengawasan intern
pemerintah berupa: tidak terdapat kesalahan;
terdapat kesalahan administratif; atau terdapat
kesalahan administratif yang menimbulkan
kerugian  keuangan negara. Pengadilan
berwenang menerima, memeriksa, dan
memutuskan ada atau tidak ada unsur
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh pejabat pemerintahan. Terhadap putusan
Pengadilan dapat diajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bersifat
final dan mengikat.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan
publik masih dihadapkan pada kondisi yang
belum sesuai dengan kebutuhan dan
perubahan di berbagai bidang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal
tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan
untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai
yang berdimensi luas serta dampak berbagai
masalah  pembangunan yang  kompleks.
Sementara itu, tatanan baru masyarakat
Indonesia dihadapkan pada harapan dan
tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di
bidang ilmu pengetahuan, informasi,
komunikasi, transportasi, investasi, dan
perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat
yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu
disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan
yang terus-menerus dan berkesinambungan
dalam berbagai aspek pembangunan untuk
membangun kepercayaan masyarakat guna
mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem
pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan
acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak
asasi manusia sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan
sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan
nasional. Dengan mempertimbangkan hal di
atas, diperlukan undang-undang tentang
pelayanan publik.’

Larangan penyalahgunaan wewenang
dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam
pelayanan administrasi bagi masyarakat
merupakan upaya hukum untuk menjamin
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat
dalam memperoleh pelayanan administrasi
pemerintahan  sesuai dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
pemerintahan dapat menyebabkan

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap
kedudukan penyelenggara pemerintahan yang
menjalankan sistem dan prosedur
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan.

3 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik I. Umum.
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Mekanisme pengawasan dan penindakan
terhadap  bentuk-bentuk  penyalahgunaan
wewenang oleh pejabat pemerintahan menurut
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan perlu dilaksanakan
secara efektif guna mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
pemerintahan yang melaksanakan fungsi
administrasi pemerintahan meliputi
pengaturan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan, dan pelindungan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan
penyalahgunaan wewenang bagi pejabat
pemerintahan ?

2. Bagaimanakah  pengawasan terhadap
bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang
oleh pejabat pemerintahan menurut
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif
merupakan penelitian hukum untuk meneliti
data sekunder yaitu: bahan hukum primer;
bahan hukum sekunder; dan bahan hukum
tersier dengan cara melakukan  studi
kepustakaan.

PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Larangan Penyalahgunaan
Wewenang Terhadap Pejabat

Pemerintahan

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, |. Umum, Undang-Undang ini
diperlukan dalam rangka memberikan jaminan
kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai
objek menjadi subjek dalam sebuah negara
hukum vyang merupakan bagian dari
perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan
Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak
dengan sendirinya baik secara keseluruhan
maupun sebagian dapat terwujud.

Supremasi  hukum artinya  kekuasaan
tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat
maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi
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yang berdaulat adalah hukum.® Equality before
the law artinya persamaan kedudukan di depan
hukum tidak ada yang diistimewakan.’

1. Kewenangan Pemerintah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur,

mengatur mengenai Kewenangan

Pemerintahan. Pasal 8 ayat:

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
berwenang.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dalam menggunakan Wewenang wajib
berdasarkan:

a. peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB.

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang
menyalahgunakan Kewenangan dalam
menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan.

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas
untuk melakukan suatu tindakan, berarti
pemerintah tidak boleh bertindak untuk
menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik
penyelenggaraan negara modern dewasa ini,
keadaaan seperti ini tentu saja tidak boleh
terjadi karena hal itu akan menimbulkan
masalah yang sangat serius bagi kelangsungan
hidup (eksistensi) bangsa dan negara.®

2. Larangan Menyalahgunakan Kewenangan
Penyalahgunaan hak (misbruik van recht,
abus de droit) terjadi apabila seseorang
mempergunakan haknya secara tidak sesuai
dengan tujuannya atau dengan kata lain,
bertentangan dengan tujuan
kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk
melindungi kepentingan-kepentingan
masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa
suatu kepentingan yang wajar, dipandang
sebagai penggunaan hukum yang melampaui
batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.’
Larang; melarang; memerintahkan supaya tidak

* Arif  Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum
Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hal. 90.

Ibid.

® Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan
Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,
Erlangga, Jakarta. 2010, hal. 36.

7 said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar llmu Hukum,
cetakan Il, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 143-144.
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melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan
berbuat sesuatu.®
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17
ayat:
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dilarang menyalahgunakan Wewenang.
(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. larangan melampaui Wewenang;
b. larangan mencampuradukkan

Wewenang; dan/atau
c. larangan bertindak sewenang-wenang.
Pasal 18 ayat:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dikategorikan  melampaui  Wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) huruf a apabila Keputusan dan/atau
Tindakan yang dilakukan:

a. melampaui masa jabatan atau batas
waktu berlakunya Wewenang;

b. melampaui batas wilayah berlakunya
Wewenang; dan/atau

c. bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dikategorikan mencampuradukkan
Wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan
dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. di luar cakupan bidang atau materi
Wewenang yang diberikan; dan/atau

b. bertentangan dengan tujuan
Wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dikategorikan bertindak sewenang-wenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) huruf c apabila Keputusan dan/atau
Tindakan yang dilakukan:

a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau

b. bertentangan dengan Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power) itu merupakan suatu kejahatan, maka
sudah tentu sangat tidak tepat jika
penanganannya dimasukkan ke dalam ranah

8 Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit, hal. 242.

hukum administrasi negara, melainkan harus

berada dalam ranah hukum pidana.’

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 19
ayat:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan vyang
ditetapkan dan/atau dilakukan dengan
melampaui Wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a
dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan
dan/atau  Tindakan vyang ditetapkan
dan/atau dilakukan secara sewenang-
wenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ dan Pasal 18 ayat
(3) tidak sah apabila telah diuji dan ada
Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan vyang
ditetapkan dan/atau dilakukan dengan
mencampuradukkan Wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat
dibatalkan apabila telah diuji dan ada
Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Yang dimaksud
dengan “tidak sah” adalah Keputusan dan/atau
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak
pernah ada atau dikembalikan pada keadaan
semula sebelum Keputusan dan/atau Tindakan
ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala
akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak
pernah ada. Ayat (2) Yang dimaksud dengan
“dapat dibatalkan” adalah  pembatalan
Keputusan dan/atau  Tindakan melalui
pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan
peradilan.

B. Pengawasan Terhadap Bentuk-Bentuk
Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat
Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 20

ayat:

(1) Pengawasan terhadap larangan
penyalahgunaan Wewenang sebagaimana

® Juniver Girsang, Abuse of Power (Penyalahgunaan
Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan
Tindak Pidana Korupsi), J.G. Publishing, Jakarta. 2012, hal.
190.
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dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18
dilakukan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah.

(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern
pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:

a. tidak terdapat kesalahan;

b. terdapat kesalahan administratif; atau

c. terdapat kesalahan administratif yang
menimbulkan kerugian keuangan
negara.

(3) lJika hasil pengawasan aparat intern
pemerintah berupa terdapat kesalahan
administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut
dalam bentuk penyempurnaan administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Jika hasil pengawasan aparat intern
pemerintah berupa terdapat kesalahan
administratif yang menimbulkan kerugian
keuangan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢, dilakukan
pengembalian kerugian keuangan negara
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak diputuskan dan
diterbitkannya hasil pengawasan.

(5) Pengembalian kerugian negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibebankan kepada Badan Pemerintahan,
apabila kesalahan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢ terjadi bukan karena adanya unsur
penyalahgunaan Wewenang.

(6) Pengembalian kerugian negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan,

apabila kesalahan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
C terjadi karena adanya unsur

penyalahgunaan Wewenang.

Tatkala substansi UUD 1945, hasil
amandemen vyang terkait dengan “hal
keuangan” ditelusuri, terlihat bahwa hukum
keuangan negara memiliki kaidah hukum yang
tertulis, vyang berarti tidak mengenal
keberadaan kaidah hukum tidak tertulis. Bila
demikian halnya, kaidah hukum tertulis
seyogianya dimunculkan dalam suatu rumusan
atau pengertian terhadap hukum keuangan
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negara. "> Hukum keuangan negara adalah
sekumpulan kaidah hukum tertulis yang
mengatur hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan
barang milik negara terkait dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban.™

Instansi pemerintah yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum,
berarti pejabat pengelola harus berdasarkan
atau berpedoman pada peraturan pemerintah
yang mengatur pengelolaan keuangan badan
layanan umum. Dalam arti terdapat perubahan
mengenai struktur pejabat instansi pemerintah
menuju struktur pejabat pengelola badan
layanan umum. Keadaan ini harus terjadi
sehingga eksistensi badan layanan umum dapat
dipertanggungjawabkan pada saat memberikan
pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun
jasa kepada masyarakat.™

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung
keberhasilan otonomi daerah, yaitu
pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.
Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik
konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan
mengacu pada tindakan atau kegiatan yang
dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu
mesayarakat dan DPRD) untuk mengawasi
kinerja pemerintahan. Pengendalian (kontrol)
adalah mekanisme yang dilakukan oleh
eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin
dilaksanakannya  sistem  dan  kebijakan
manajemen sehingga tujuan organisasi dapat
tercapai.”

Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan
yang dilakukan oleh pihak yang memiliki
independensi dan  memiliki kompetensi
profesional untuk memeriksa apakah hasil kerja
pemerintah daerah telah sesuai dengan standar
atau kriteria yang ada. Pada tataran teknis
aplikatif juga berbeda, monitoring oleh DPRD
dilakukan pada tahap awal, pengendalian
dilakukan terutama pada tahap menengah
(operasional), vyaitu level pengendalian
manajemen  (management  control)  dan

\Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Ed.
1. Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008,
hal. 2.

Ybid, hal. 2.

“Ibid, hal. 181.

B Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang
Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yang Berimplikasi
Tindak Pidana Korupsi), Edis 1. Cetakan. 3. Laksbang
Mediatama, Yogyakarta, 2010, hal. 145-146.
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pengendalian tugas (taks control), sedangkan
pemeriksaan dilakukan pada tahap akhir. Obyek
yang diperiksa yaitu konerja dan laporan
pertanggungjawaban yang tediri atas nota
perhitungan APBD, neraca laporan, aliran kas
dan laporan surplus/defisit anggaran.*
Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya
akan memberikan kewenangan dan diskresi
kepada pemerintah daerah untuk mengelola
dan memanfaatkan sumber daya alam yang
tersedia di daerah. Agar tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang atau
penyimpangan-penyimpangan perlu dibangun
suatu sistem pengawasan, pengendalian dan
pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.”
Dalam rangka memberikan  jaminan
pelindungan kepada setiap Warga Masyarakat,
maka Undang-Undang ini memungkinkan

Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan

banding terhadap Keputusan dan/atau

Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan atau Atasan Pejabat vyang

bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat

mengajukan gugatan terhadap Keputusan
dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha

Negara, karena Undang-Undang ini merupakan

hukum materiil dari sistem Peradilan Tata

Usaha Negara.™®
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1

angka 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata

Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 21

ayat:

(1) Pengadilan berwenang menerima,
memeriksa, dan memutuskan ada atau
tidak ada unsur penyalahgunaan
Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk menilai ada atau tidak
ada unsur penyalahgunaan Wewenang
dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

(3) Pengadilan wajib memutus permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

" Ibid.

*® Ibid, hal. 146.

16 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, I. Umum.

lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
permohonan diajukan.

(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan
banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara.
(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib
memutus permohonan banding

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling

lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak

permohonan banding diajukan.
(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) bersifat final dan mengikat.

Sesuai dengan kewajiban sebagai pegawai
negeri, seseorang yang telah terikat kepada
peraturan  kepegawaian  dituntut  untuk
melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Sifat
keterikatan itu akan membawa suatu
konsekuensi diri sebagai wakil pemerintah
untuk mewujudkan hal yang telah menjadi
tujuan negara. Setiap perbuatannya akan
merupakan perbuatan pemerintah. Oleh karena
itu, kalau suatu tindakan yang dilakukan oleh
seseorang pegawai pejabat negara dan
merugikan seorang individu dalam arti
perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas
hukum (menyalahgunakan kekuasaan) yang
dirugikan akan dapat menuntut pemerintah.
Tuntutan dapat dilakukan melalui peradilan
administrasi negara. Peradilan administrasi
negara dalam hal ini merupakan peraturan yang
menyangkut para pejabat adminstrasi negara
karena perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige overheidsdaad)." Peradilan tata
usaha negara diciptakan menyelesaikan
sengketa yang timbul akibat adanya tindakan
pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak
warga negaranya. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara
diadakan dalam rangka memberi perlindungan
terhadap hak perseorangan dan hak
masyarakat, khususnya dalam hubungan antara
badan atau pejabat tata usaha negara dengan
masyarakat.™®

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini
telah dinyatakan dengan tegas dalam
penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)”,
tidak berdasar atas kekuasaan belaka

7 Abdoel Djamali, Op.Cit, hal. 104-105.
8 yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hal. 57.
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(machstaat). Cita-cita filsafat yang telah
dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam
konsep “Indonesia adalah negara hukum”,
mengandung arti, bahwa dalam hubungan
antara hukum dan kekuasaan, bahwa
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci
kestabilan politik dalam masyarakat.™

Dengan demikian setiap pembicaraan
mengenai hukum, jelas atau samar-samar,
senantiasa merupakan pembicaraan mengenai
keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan
hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai
suatu bangunan vyang formal. Kita perlu
melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita
keadilan masyarakatnya.?

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75
ayat:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap
Keputusan dan/atau Tindakan dapat
mengajukan Upaya Administratif kepada
Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat
yang menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan
Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

a. ditentukan lain dalam undang-undang;

dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

wajib  segera  menyelesaikan  Upaya

Administratif yang berpotensi membebani

keuangan negara.

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak
dibebani biaya.

Pasal 76 ayat:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
berwenang menyelesaikan keberatan atas
Keputusan dan/atau Tindakan yang
ditetapkan dan/atau dilakukan yang
diajukan oleh Warga Masyarakat.

19 . . .
Soesilo  Yuwono. Penyelesaian Perkara Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Alumni, Bandung. 1982, hal.3.

20Satjip'co Rahardjo. IImu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
Bandung, 1991, hal.159.
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(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak
menerima atas penyelesaian keberatan
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Warga Masyarakat dapat mengajukan
banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak
menerima atas penyelesaian banding oleh
Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat
(2) berkaitan dengan batal atau tidak
sahnya Keputusan dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan
administratif.

Hukum melindungi kepentingan seseorang
dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan
kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya tersebut. Pengalokasian
kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam
arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.
Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut
sebagai “hak”. Dengan demikian tidak setiap
kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut
sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan
tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum
kepada seseorang.”

Undang-undang ini  memuat tentang
ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak
langsung dengan penegakan hukum terhadap
tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme
yang  khusus  ditujukan  kepada para
Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang
memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang ini merupakan bagian atau
subsistem dari peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penegakan hukum
terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Sasaran pokok undang-undang ini
adalah para Penyelenggara Negara vyang
meliputi Pejabat Negara pada Lembaga
Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada
Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur,
Hakim, Pejabat Negara, dan atau pejabat lain
yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan

2L 1bid, hal. 53-54.
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ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.”

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk larangan penyalahgunaan
wewenang terhadap pejabat pemerintahan,
yaitu pejabat pemerintahan dilarang
menyalahgunakan  wewenang  meliputi:
larangan  melampaui wewenang dan
mencampuradukkan wewenang atau
bertindak sewenang-wenang dalam
menjalankan administrasi pemerintahan
bagi kepentingan masyarakat.

2. Pengawasan terhadap bentuk-bentuk
larangan penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat pemerintahan dilakukan oleh aparat
pengawasan intern pemerintah. Hasil
pengawasan aparat pengawasan intern
pemerintah  berupa: tidak terdapat
kesalahan; terdapat kesalahan administratif;
atau terdapat kesalahan administratif yang
menimbulkan kerugian keuangan negara.
Pengadilan berwenang menerima,
memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak
ada unsur penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh pejabat pemerintahan.
Terhadap putusan Pengadilan  dapat
diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara bersifat final dan
mengikat.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
pemerintahan maka diperlukan pembinaan

dan pengembangan administrasi
pemerintahan yang dilakukan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

2. Untuk melakukan pengawasan dan
penindakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan
wewenang oleh pejabat pemerintahan
memerlukan dukungan warga masyarakat
yang dirugikan untuk mengajukan upaya
administratif kepada pejabat pemerintahan
atau atasan pejabat yang menetapkan

2 1bid

dan/atau melakukan keputusan dan/atau
tindakan. Upaya Administratif terdiri atas
dapat berupa keberatan dan banding atau
gugatan ke pengadilan tata usaha negara.
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